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IZIT OPERASIOI{/IL PEITYELEISGGARAAN
PEITDIDIKAII rlOR AL DAIT ITIFORMAI.

TK IT DIIFTAIII'L JANNAH
BUPATI PESISIR SELTTAIT,

a. Bahwa dalam mngka memberikan kepastian hukum
kepada penyelenggara pendidikan formal dan informal
dalam memberikan Layanan pendidikan kepada
masyam&at perlu diterbitkan lzln Operasional
Penyelenggaraan Pendidikan formal dan Iaformal TK IT
MIF-IAHUL JANNAH yang berlokasi Kampung Ujung Air
Nagari Amping Parak Kecamatan Sutera;

b. Balwa penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan
Pendidikan Formal dan Informal, sebagaimana dimal<sud
huruf a,perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Pesisir Selatan;

1. Undang-Undang Nomor 12 ?ahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Xapupaten dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah ( lambaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis
undang-undang Drt. Nomor 2l Tahun 1957 (lambaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957i, Undang-undang
Nomor 58 Tahun lo8,Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidika, Nasional;
Undang-Undang Nomor 23 Talun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah(L€mbaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l€mbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaim€na telah
beberapa kali diubah terakht dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemedntahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lEmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679)
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang
Pendidikan Pm Sekolal (Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambsian Lembamn
Negara Republik Indonesia Nomor 3411);

3.



5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan;

6. PeEturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang
wajib Belajar (kmbaran Negara Repubtik Indonesia
Talun 2008 Nomor 90, Tambaian Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4863):

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2O1O tentsng
Pengelolaan dan Penyelenggaraan pendidikan
(lambaran Negara Republik Indolesia Tahun 2OlO
Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Repubtik
Indonesia Nomor 5lO3), sebagaimana telal diubah
dengan Peraturan pemerintah Nomor 66 Tahun 2O1O
tentang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor17 Tahun 2O1O tentang pengelolaai dan
Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1tO, Tambaha.n
Lembamn Negara Republik Indonesia Nomor S1S5);

8. Peraturan Prcsiden Republik Indonesia Nomor 2Z Tahun
2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu pintu di Bidang
Penanaman Modal;

L lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Gerakan Nasional Percepatan penurrtas.rn Wajib Belaiar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan pemberantasan
Buta Aksarai

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudavaan
Republik lndoncsia Nomor 84 Talun 20l4 ren"rang
Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

11. Peratumn Menteri Pendidikan dan Kebudavaen
Republik Indonesia Nomor l7 Tahun 2017 tentang
Penerimaan anak didik Baru pada Taman Kanak -
kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengsl pertama,
Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan,
atau Bentu} lain yang sederajat;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 138 Tahun 2017 tentang penyelenggraan
Pelayanan Terpadu Satu pinhr di Daerah;

13. Xeputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
018/U/ 1997 tentang Penyelenggaraan pendidikan pada
Kelompok Bermain dan Taman pendidikan AnaL (TpA);

14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor
051/0.2001 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;

15. Perafuran Bupati Pesisf Selatan Nomor 7 Tatr.un 2Ol7
tentang Pendelegasian Wewenang pelayanan perizinan
dan Non Perizinan Kepada Dinas penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu Kabupaten
Pesisir Selatsn;



Memperharikan

16. Keputusan Bupati pesisir Selatan Nomor
57O / 2aS /KPIS /BYt PS/2Ot? tenrang penetapan
Standar Opemsional prosedur pelayanan perizinan dan
Non Pedzinan Kepada Dinas penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu pintu Xabupaten
Pesisir Selatan;

I Surat Permohonan SaudffayUTRI ARlZA,S.pd Bulan
September 2O2O lzlrr Operasional penyelenggaraan
Pendidikan Formal dan Informal TK IT MIFTAHUL JANNAH
yang berlokasi Kampung Ujung Air Nagari Amping parak
Kecamatan Sutera Kabupaten pesisir Selatan;

2 Surat Rekomendasi Kepala Dinas pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten pesisir Selatan Nomor :
421 /2149 / DPK-PAUDNI.O2 / 2O2O,Tanggal l8 September
2020

MEMI/DUSI(AN

Memberikan Izin Operasional penyelenggaraan pendidikan
Fomal dan Informal Kepada:

: TK IT MIFTAHUL JANNAH
: Taman Kanak - Kanak I TK ): YL,TRI ARIZA,S.Pd
: Kampung Ujung Air Nagari Amping parak

Kecamatan Sutera
Izin Operasional Penyelenggaman pendidikan Formal dan
Informal sebagaimana dimaksud diktum pertama berlaku
selama 3 ( Tiga ) Tanun terhitung sejak Tanggat 22 September
2020 sampai dengan 22 September 2023.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan, apabila dikemudian had temyata terda;at
kekelinran akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Menetapkan

I(ESATU

Nama Lembaga
Jenis kegiatan
Penyelenggara
Lokasi

KEDUA

KETIGA

Ditetapkan di : Painan

!IrP, i961o 24 98603 I OO4
Tembus@ disdpaiko Keoada yth:
LBapar{ Bupati Kabupaten pesisi S€lata di
2.Kepata Dinas Pendidikar Dd Kebudaytu

SIR AE




